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Sejak era reformasi tahun 1998 banyak pembebanan dalam penyelenggaraan
Negara atau pemerintahan di Indonesia. Pembebanan tersebut termasuk bidang
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan Daerah. Indonesia memulai
babak baru dalam kehidupan masyarakatnya sejak terjadinya reformasi yang
membuat perubahan politik dan keuangan Negara dan Daerah, salah satu bentuk
reformasi adalah perubahan bentuk dalam pemerintahan desentralisasi. Harapannya
agar dapat mencerminkan rancangan pembangunan daerah sesuai dengan karateristik
daerahnya serta membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas
dasar kemampuan sendiri. Rancangan pembangunan daerah itu memerankan bagian
integral dari rancangan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan berdasarkan
prinsip otonomi daerah dan pengendalian sumber daya nasional yang menyerahkan
peluang bagi pertumbuhan kinerja daerah untuk meluaskan kesejahteraan masyarakat
(Halim, 2004).

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah
Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah dan memiliki kewenangan
tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik demi
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, wewenang untuk

mengolah sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan



meluaskan kinerja keuangan daerah (Jaeni dan Anggana, 2016). Salah satu tujuan
yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan
kemandirian daerah secara optimal agar tidak lagi ketergantungan dari pusat. Untuk
mencapai kemandirian daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah
satu instrumen fiskal yang tidak dapat dihindari serta menyerahkan porsi belanja
daerah yang lebih tinggi dalam pembangunan perekonomian dan kesejahteraan
pelayanan masyarakat di daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya sumber pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Hal ini merupakan wujud utama untuk mengevaluasi kinerja
masing-masing perangkat kerja yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA) sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menghadapi keadaan otonomi daerah,
pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki kesiapan dan kemantapan sumber-
sumber pendapatan bagi pengeluaran pembangunan yang mutlak dibutuhkan untuk
menciptakan pemerintah Kabupaten/Kota menjadi daerah yang mandiri tanpa
intervensi pemerintah pusat.

Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah daerah
untuk menjalankan urusan rumah tangganya secara mandiri dengan sedikit intervensi
dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab atas sumber-
sumber keuangan guna mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan

keperluan dan aspirasi masyarakat (Adyatma dan Oktaviani, 2015). Oleh karena itu,



pemda memiliki wewenang untuk menentukan pengupayaan sumber daya yang
diperlukan untuk belanja daerah, guna melangsungkan suatu kegiatan yang nantinya
akan ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung
(Permendagri Nomor 25 tahun 2009), merupakan pengupayaanpendapatan yang
dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolok ukur
keberhasilan otonomi daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan
potensi dalam pengalokasian dana untuk meluaskan kesejahteraan masyarakat.
Pengoptimalan tersebut harus secara nyata dicantumkan dalam APBD sebagai salah
satu media utama dalam perencanaan, pendapatan, dan pembiayaan pembangunan di
daerah untuk menambah aset tetap (Isti & Titik, 2016).

Fenomena yang terjadi seluruh komponen belanja langsung mencatatkan
peningkatan realisasi. Pendorong realisasi belanja langsung utamanya adalah realisasi
belanja barang dan jasa sebesar Rp 2,52 triliun (56,19% dari total anggaran belanja
barang dan jasa) di triwulan Il 2018, dibandingkan realisasi belanja di triwulan 11l
2017 sebesar Rpl1,53 triliun (42,32% dari total anggaran belanja barang dan jasa).
Peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga di level pusat yang
meningkat di triwulan laporan, salah satunya untuk mendukung penyaluran bantuan
sosial Program Keluarga Harapan. Penyerapan belanja pegawai yang mencapai Rp
4,2 triliun utamanya ditujukan untuk pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) aktif dan pensiunan pada Juli 2018. Sementara itu, realisasi Belanja

Modal pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp713 miliar, atau terserap 38,05% dari



total anggaran belanja modal. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan periode yang
sama tahun lalu yang terserap sebesar Rp533 miliar atau 28,83%. Berdasarkan pola
historisnya selama 5 tahun terakhir, sebagian besar belanja modal (>50% dari total
anggaran belanja modal) baru akan terealisasi pada triwulan Il dan IV tahun
pelaporan (KEKR Jateng, 2018).

Persoalan yang sering terjadi dalam organisasi sektor publik adalah
pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana
untuk masing-masing satuan program. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan
potensi penerimaan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi
belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor dengan sifat produktif (Aditya &
Maryono, 2018). Belanja modal merupakan dugaan pembiayaan daerah yang dikelola
secara merata dan adil agar relatif dapat digunakan oleh kelompok masyarakat dalam
pelayanan umum.

Menurut Satuan Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja modal merupakan
pembiayaan Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rencana pembentukan modal
yang bersifat menambah aset tetap atau kekayaan daerah dengan masa manfaat dalam
satu waktu akuntansi serta dapat meningkatkan belanja yang bersifat rutin. Alokasi
belanja modal didasari pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah maupun untuk fasilitas publik.
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa terdapat sumber-
sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi



Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). selain itu terdapat sumber lain yang berasal
dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatn Asli Daerah
(PAD) merupakan pendapatan asli yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain.
Pendapatam Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah
yang berasal dari daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.Belanja daerah dalam pengupayaan belanja modal harus sesuai dengan
keperluan daerah dengan memperhitungkan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh.
Pertumbuhan belanja modal akan ditentukan dari tinggi rendahnya Pendapatan Asli
Daerah. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin memperluas pemberian jasa dan
kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali
Pendapatan Asli Daerah dengan jalan meningkatkan belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu aspek dari belanja modal,
dalam setiap pengolahan APBD alokasi belanja modal harus sesuai dengan keperluan
daerah dengan memperhitungkan PAD yang diperoleh. Apabila Pemerintah Daerah
ingin menambah belanja modal maka Pemerintah Daerah harus menggali PAD
sebanyak-banyaknya. Hasil penelitian yang dilakukan Aditya dan Maryono (2018),
menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdapat hubungan positif dan signifikan
dengan Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD, maka
pengeluaran Pemerintah Daerah juga semakin tinggi. Dalam arti lain nilai PAD selalu

berkaitan dengan belanja modal. Hasil ini sependapat dengan Cahyaning (2018),



Agnisa (2016), Jaeni dan Anggana (2016). Sedangkan hasil penelitian yang berbeda
ditemukan oleh Adyatma dan Oktaviani (2015) dan Nurin (2016) yang menentukan
bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini dapat diidentifikasikan
bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran belum tentu tinggi.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana yang bersifat umum
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan
daerah berdasarkan otonomi daerah. Hasil penelitia yang dilakukan Cahyaning (2018)
menyatakan bahwa adanya pengaruh DAU terhadap belanja modal Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah, penelitian tersebut sependapat dengan Adyatma dan
Oktaviani (2015), Agnisa (2016) menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh yang
positif signifikan terhadap belanja modal dan DAU yang diterima oleh pemerintah
daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut menyebabkan
terjadinya peningkatan belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Aditya
dan Maryono (2018) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap belanja modal. Penelitian tersebut didukung oleh Nurin (2016)
dan Arbie (2013) yang artinya kondisi tersebut disebabkan karena DAU yang
diterima daerah hanya digunakan untuk pembiayaan rutin dan belanja modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pengelolaan pendapatan yang
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan

kepada daerah tertentu (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAK bertujuan



untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Semakin tinggi DAK
maka alokasi Belanja Modal bertambah. Dalam penelitian Nurin (2016) dan Arbie
(2013) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap
belanja modal, dikarenakan DAK dialokasikan untuk daerah tertentu dalam rangka
meningkatkan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan
publik. Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Jaeni dan Anggana
(2016)yang sependapat dengan Agnisa (2016) menyatakan bahwa DAK tidak
berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk
membiayai keperluan daerah dalam rancangan penerapan kegiatan otonomi daerah.
Dana Bagi Hasil terdiri atas 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil
bukan pajak (Sumber Daya Alam). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arbie (2013)
menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan
hasil yang berbeda dari penelitian Agnisa (2016) menyatakan bahwa DBH tidak
berpengruh terhadap belanja modal, penelitian tersbut didukung oleh Cahyaning
(2018) yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
belanja modal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan research gap
yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada



1.2

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2017). Penelitian ini
mereplikasi dari penelitian yang digunakan oleh Aditya dan Maryono (2018) dengan
judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (studi pada provinsi/wilayah
Kalimantan dan Sulawesi). Penelitian ini melengkapi penelitian yang dilakukan oleh
Aditya dan Maryono (2018) dengan menggunakan objek penelitian pada provinsi
Jawa Tengah. Alasannya menggunakan objek penelitian pada provinsi Jawa Tengah
yaitu untuk mengetahui sumber pendapatan yang berdampak pada pelayanan publik.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uaraian pada latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan
pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai :
1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal Pemerintah
daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal Pemerintah
daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal Pemerintah daerah

Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah?
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Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah

dalam penelitian ini agar lebih terfokus, pembatasan masalah dalam penelitian ini

adalah:

1.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah.

Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2015-2017.

Variabel yang akan diteliti adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bahi Hasil terhadap Belanja

Modal.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas,

maka penelitian adalah sebagai berikut :

1.

Menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja
modal Pemerintah daerah/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja
modal Pemerintah daerah/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Menguji dan menganalisis pengaruh Danan ALokasi Khusus terhadap belanja
modal Pemerintah daerah/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal

Pemerintah daerah/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
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Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik,
diantaranya:
Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kesempatan baik dalam menerapkan teori,
khususnya teori dibidang sektor publik ke dalam dunia praktik yang sebenarnya dan
untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitiain.
Manfaat Praktis

Bagi instansi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintah
dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
Kontribusi Kebijakan

Bagi Pemerintah Pusat dan lembaga regulasi lainnya, penelitian ini diharapkan
mampu membantu meningkatkan laporan pemerintah yang berlaku dan menjadi tolak
ukur laporan pemerintah daerah lainnya dalam mengembangkan pemerintahan yang

bersifat desentralisasi.
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